






i. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online), dan 

kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh 

persen} dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

j. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 3;

k. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal 

vaksin suntik 1), surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum 

keberangkatan. Sedangkan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu vaksin 

(minimal vaksin suntik 1), surat keterangan has ii negatif uji swab berbasis PCR atau has ii negatif uji 

Rapid Test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk sopir kendaraan logistik 

dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;

I. Untuk menunjukan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau

hasil negatif uji Rapid Test Antigen, surat -keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan

Barcode/QRCode; dan

m. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, serta

tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

2. Melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut

a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit),

interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara,

tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang

harus diterapkan setiap orang;

c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh

benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah

wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. Jenis masker yang tebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih

baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker

sebanyak dua lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan

(lebih dari 4 jam);

e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi,

dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter

dalam ber1nteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindar1 kontak dengan orang lain yang

tidak tinggal serumah; dan

3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan

penanganan Covid-19,

g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan

durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu

untuk mengurangi durasi interaksi,

h. PerUmbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di

dalam ruangan; dan

2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu,

jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela

tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Effeciency Particulate Air (HEPA) filter dapat

digunakan di dalam ruangan,







c. Kebutuhan di tingkat Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
d. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri; dan
e. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian

Kesehatan atau BNPB, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali/Kabupaten/Kota.

15. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Satuan Palisi Pamong
Praja Provinsi Bali dan Pacalang Desa Adat, agar melakukan operasi penegakan disiplin yang lebih
intensif, masif, dan tegas guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.

16. Edaran ini mulai berlaku pada hari Rabu (Buda Pon, Bala), tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan Minggu
(Redite Paing, Ugu) 25 Juli 2021.

17. Dengan berlakunya Edaran ini, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Dalam
Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9R Tahun 2021
Tentang Penegasan Batas Jam Operasional dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan
Keh1dupan Era Baru Di Provins1 Bali, die abut dan dfnyatakan tidak berf aku.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 
Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi RI di Jakarta;

2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

3. Menteri Kesehatan Rl di Jakarta;

4. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta;

5. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan

6. Ketua FKUB Provinsi Bali.




